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1. Staf di Badan Diklat Kemendagri Th. 1993 - 1998

2. Eselon IV di Badan Diklat Kemendagri Th. 1998 - 2003

3. Eselon lll di Badan Diklat Kemendagri Th. 2003 - 2010

- 4. Karo Umum Setjen Kemendagri Th. 2010 - 2014
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Purwokerto, 8 Maret 1967 7. Pj. Gubernur Sulawesi Tenggara Th. 2018
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9. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Th. 2022 - Saat ini
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Proses Bisnis Perumusan Kebijakan Berbasiss Bukti
(Evidence Based Policy) di Direktorat PEIPD

Direktorat Ferencanaan, Evaluasl, dan
Infermasi Pembangunan Daerah
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Penentuan Prioritas Permasalahan dan Perumusan dan Pemilihan Solusi

Laporan Substansial Rakor Bappeda

Seluruh Indonesia Tahun 2022

Direktoral Perencanaan, Evaleasi, dan
Informasl Fembangunan Doerah
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KEMENTERIAN DALAM HEGERI Tahun 2022

S

Responden yang diberikan format merupakan 548 Bappeda (Provinsi

J'xajlemuc::’r analisis terhadap hasil /Kebupaten/Kota) Seluruh Indonesia, namun hanya 250 yang
isian format Rakor Bappeda memberikan umpan balik.
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Beberapa Kebijakan yang sudah dan akan
terbit menggunakan pendekatan berbasis
bukti

Produk Hukum

1 Inmendagr No. 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan RPD Tahun 2024-
2024 bagi Daerah dengan AMJ Tahun 2023-2026 dan Daerah Otonom
Baru

Kementerian Datam Negeri IR

Direktorat Perencanaan, Evaleas], dan
Informasi Pembangunan Daerah

Substansi Masukan

Memperengkapi materi
kebijakan yang tidak diatur
dalam Inmendagri No. 17 Tahun
2021

Status

Terbit

2 | Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tentang Evaluasi RPJPD Tahun
2005-2025

Pedoman evaluasi bagi daerah
Sasaran Pokok Kualitatif

Penandatangan
MDM

3 Permendagr tentang RKPD Tahun 2024

Penerbitan sesual dengan Pasal
75 PMDM 856/2017 [saat
penyusunan Ranwal) dan
Peningkatan Kapasitas SDM
Perencana

Pembahcsan
dengan K/L
Terkait

4 Surat Edaran Menter Dalam Megeri tentang Pedoman Penyusunan
RPJIPD Tahun 2025-2045

rembutuhkan penjelasan
substansi lebin mendetail darni
PrADM B&S2017

Pembahasan
dengan K/L
Terkoit

,kemendagri kemendagri ﬂ



Goal Setting FGD Regional

Direktorat Perencanaan, Evaluasi, dan
Informasi Pembangunan Daerah

1. Memutuskan prioritas masalah yang akan disepakati untuk
diselesaikan;

2. Penajaman terhadap permasalahan yang sudah dirumuskan;

3. Penjaringan solusi dan penajaman solusi atas permasalahan yang
sudah ditawarkan.

Penuangan
Berita Acara
Hasil FGD yang

memuat
Keputusan Goal
Setting FGD.

@www.kemendagri.go.id ﬂ Kemendagri_RI ’kemendagri kemendagri
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Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesi Hasil Pemetaan permasalahan dan

isu strategis beberapa wilayah

. . . . . . ~
Perlunya kepastian perumusan rincian belanja, apakah masuk dalam ranah perencanaan e ﬁ . . ‘-\E_I
o

pembangunan (RKPD) atau perencanaan anggaran (APBD); @ - e o
WORKHOP EMBAMASAN 3 STRATEG

Daerah merasa kesulitan dalam menyajikan data perencanaan pembangunan yang berkualitas 2 AN ATALPERCHCANAAN PENGARGUAANDERAR
terutama dalam melakukan analisis data yang didapatkan sebagai penunjang dalam perumusan Y. § 9,
kebijakan perencanaan; g

Proses bisnis yang ada dalam SIPD sudah sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunan di
daerah, namun perlu dikembangkan modul terkait pengendalian dan evaluasi program/kegiatan yang
sampai saat ini belum tersedia;

Daerah memerlukan pengaturan lebih lanjut mengenai tata kelola Pokok Pikiran DPRD baik dalam
teknis pengintegrasian/akomodir dalam RKPD yang terkadang menghambat proses perencanaan dan
penganggaran dan teknis input dalam apikasi SIPD;

Revisi Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 diharapkan dapat menyederhanakan tahapan perencanaan T
pembangunan di daerah serta dapat mensinergikan tahapan perencanaan dan penganggaran yang
saat ini masih belum terintegrasi dengan baik;

Berkaitan dengan sinkronisasi dan penyelarasan perencanaan pusat dan daerah, Daerah
mengharapkan sinkronnya kebijakan antara Kemendagri yaitu Ditjen Bina Pembangunan Daerah
dengan Bappenas yakni seperti dalam substansi kebijakan yang ada dalam RKPD Tahun 2024, RPJMD
Tahun 2025-2030, dan RPJPD Tahun 2025-2045.

Daerah berharap beberapa kebijakan yang sedang dirumuskan Ditjen Bina Bangda seperti SE tentang
Evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025, SE tentang Pedoman Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045, dan
terutama Permendagri tentang Pedoman RKPD Tahun 2024 yang selama kerap mengalami
keterlambatan penerbitan.
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